
SALII{AN

MENTERI DAI,AM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN MENTERI DAI.AM NEGERI NOMOR

5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang '. a. bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, tipe

dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan

penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

perlu menetapkan dasar penghitungan jenis barunya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 2018, penghitungan dasar pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor jenis baru ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2O18 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

b.



Mengingat 1.
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Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraal Bermotor Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarr,'balcan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ter:tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1035);

2.

J.

4.

5.



Menetapkan :
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MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

2Ol8 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 20 18 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun

2O18 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1035), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri

diundangkan.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2018.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1610.


